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P U T U S A N 
Nomor 781/Pdt.G/2024/PA.Tsm 

 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA  

  

            Memeriksa dan mengadili perkara perdata   pada tingkat pertama 

dalam sidang Majelis  yang dilangsungkan secara elektronik ,telah 

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :           

PENGGUGAT, NIK X X X X X, umur 41 tahun, agama Islam, 

pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, 

tempat tinggal di X X X X X; 

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Halim Friyatna, 

SH., MH , Advokat yang berkantor di Kp. Cantilan, Rt/Rw 

023/003, Desa Sukarame, Kecamatan Sukarame, 

Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 

tanggal 13 Februari 2024 yang telah didaftar pada Buku 

Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya 

nomor 888/Reg.K/2024/PA.Tsm. tanggal 22 Februari 2024. 

domisili elektronik dengan alamat email 

halimfriyatna622@gmail.com sebagai Penggugat;  

LAWAN 

TERGUGAT, NIK X X X X X, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan 

SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di X X X X X; 

sebagai Tergugat;  

Pengadilan Agama tersebut; 

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan; 

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka 

persidangan; 

DUDUK PERKARA 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Februari 

2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya 

dibawah Nomor 781/Pdt.G/2024/PA.Tsm tanggal 22 Februari 2024, telah 

mengajukan hal-hal sebagai berikut : 

1. Bahwa, Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat 

pada hari Rabu, 29 Maret 2000 yang telah dicatat di KUA Kecamatan 

Salopa, Kabupaten Tasikmalaya;  demikian  sebagaimana ternyatai dari 

Kutipan Akta Nikah Nomor : X X X X X, diterbitkan oleh KUA Kecamatan 

Salopa,  29 Maret 2000;   

2. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah 

bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 

3 (tiga) orang anak, yaitu : X X X X X, laki-laki, lahir di Tasikmalaya, 07 

November 2002, sekarang tinggal bersama Penggugat;  X X X X X, 

laki-laki, lahir di Tasikmalaya 14 Desember 2006, sekarang tinggal 

bersama Penggugat;  X X X X X, laki-laki, lahir di Tasikmalaya, 02 Juli 

2012, sekarang tinggal bersama Penggugat;   

3. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat 

berjalan harmonis, namun sejak sekitar bulan Januari 2016, Tergugat 

dengan tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah pergi 

meninggalkan Penggugat yang sampai gugatan ini diajukan telah 

berlangsung sekitar 8,1 tahun (Delapan tahun satu bulan), Penggugat 

tinggal di X X X X X, sedangkan Tergugat tinggal di X X X X X;   

4. Bahwa, akibat tindakan Tergugat di atas, Penggugat telah menderita 

lahir bathin dan Penggugat tidak ridho serta Penggugat merasa tidak 

sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat dan 

Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi 

Penggugat adalah bercerai;   

5. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan 

jalan musyawarah namun tidak berhasil  

6. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah 

memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b 

Kompilasi Hukum Islam;   

7. Bahwa, Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam 

perkara ini;   

  Berdasarkan hal-hal dan alasan terurai di atas, Penggugat memohon 

sudilah kiranya Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1A cq. Majelis Hakim 

yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk segera menetapkan hari dan 

tanggal sidang, memanggil para pihak, dan menjatuhkan putusan yang 

amarnya sebagai berikut : 

Primer : 

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;   

2. Menjatuhkan talak satu yang kesatu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) 

terhadap Penggugat (PENGGUGAT);   

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;   

Subsider : 

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang 

seadil-adilnya (ex aequo et bono). 

  Bahwa, Penggugat telah menguasakan kepada kuasa hukumnya H. Halim 

Friyatna, SH., MH/ADVOKAT/Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa 

Khusus tertanggal 13 Februari 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan 

Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan Nomor 888/Reg.K/2020/PA.Tsm. 

tanggal 22 Februari 2024, 

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan 

didampingi Kuasa Hukumnya / diwakili oleh Kusa Hukumnya datang 

menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak 

pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal 

kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, berdasarkan berita acara 

relaas panggilan tanggal 23 Februari 2024 dan 08 Maret 2024,   sedangkan 

tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah 

menurut hukum; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha mendamaikan 

para pihak , demikian pula usaha mendamaikan melalui proses mediasi tidak 

dapat dilaksanakan,  karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan; 

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan 

membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap 

dipertahankan oleh Penggugat; 

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah 

mengajukan alat bukti surat berupa : 

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : X X X X X tanggal 29 Maret 2000 

atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh KUA 

Salopa Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat , telah bermeterai 

cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan 

dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P 

dan diparaf; 

Bahwa, di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi 

yaitu : 

1. SAKSI I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah 

Tangga, tempat tinggal di X X X X X, dibawah sumpah menerangkan 

pada pokoknya sebagai berikut : 

 Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;  

 Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan 

harmonis di rumah bersama, akan tetapi sejak bulan Januari 2016 rumah 

tangganya sudah tidak harmonis lagi;  

 Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah pergi meninggalkan 

Penggugat sejak Januari 2016 dengan tidak memberikan nafkah hidupnya 

kepada Penggugat; 

 Bahwa sejak itu Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat;  

 Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak 

berhasil; 

 Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat 

membenarkannya; 

2. SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah 

Tangga, tempat tinggal di X X X X X, dibawah sumpah menerangkan pada 

pokoknya sebagai berikut : 

 Bahwa saksi adalah teman kerja Tergugat;  

 Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan 

harmonis akan tetapi sejak bulan Januari 2016 rumah tangganya sudah 

tidak harmonis lagi;  

 Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah pergi meninggalkan 

Penggugat  sejak Januari 2016; 

 Bahwa sejak itu pula (bulan Januari 2016) Tergugat tidak pernah datang 

lagi menemui Penggugat;  

 Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya; 

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat 

membenarkannya; 

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan 

mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar 

menjatuhkan putusannya; 

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal 

sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana diuraikan di atas; 

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di 

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai 

wakil/kuasanya yang sah, meskipunTergugat telah dipanggil secara resmi dan 

patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut 

disebabkan oleh suatu alasan yang sah;  

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan 

patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 

125 ayat (1) HIR; 

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang 

menghadap di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan 

upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung 

RI Nomor 1 Tahun 2016;  

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha menasehati 

Penggugat sebagai upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai 

dengan ketentuan pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor  3 

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor  50 Tahun 

2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi 

tetap tidak berhasil damai; 

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah perkara Cerai 

Gugat, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan 

Undang Undang Nomor  3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan 

Undang-Undang Nomor  50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam 

kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan 

menyelesaikannya;  

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di X X X X X yang termasuk 

dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya, oleh karena itu sesuai 

dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, perkara a quo 

termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk 

memeriksa dan mengadilinya; 

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo. Point 2 Surat Edaran Mahkamah 

Agung R.I (SEMA) No. 052/KMA/HK.01/III/2011 Tentang Penjelasan Surat 

Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010 menegaskan bahwa sebelum 

menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau 

berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di 

wilayah domisili hukumnya; 
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Menimbang, bahwa tentang keabsahan suarat kuasa tunduk pada 

aturan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat 

Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang 

unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara 

jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan tertentu, menyebut 

kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan 

menyebut secara ringkas dan konkrit pokok dan objek sengketa yang 

diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah 

satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti Surat Kuasa Khusus 

Penggugat, telah menemukan fakta di mana Surat Kuasa Khusus Penggugat 

tersebut telah dilengkapi dengan kelengkapan persyaratan beracara dari 

masing-masing kuasa hukum/advokat sebagai penerima kuasa, yakni berupa 

Fotokopi Kartu Advokat yang masih berlaku dan fotokopi Berita Acara Sumpah 

Advokat yang telah disesuaikan dengan aslinya, maka Majelis Berpendapat 

Kuasa Penggugat memiliki kualifikasi (persona standi in judicio) dan kedudukan 

hukum (legal standing) sebagai pihak dan atau kuasa hukum/advokat dalam 

menangani perkara a-quo;  

Menimbang, bahwa perkara aquo didaftarkan secara elektronik melalui 

aplikasi e-cort, sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 7 tahun 2022 tentang  

Perubahan atas PERMA Nomor 1 tahun 2019, tetang Administrasi Perkara di 

Pengadilan secara elektronik jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI 

Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknnis Administrasi dan 

Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di 

Pengadilan secara Elektronik, sehingga secara formil perkara aquo dapat 

diterima; 

Pokok Perkara  

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya 

terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan Januari 2016 rumah tangga 

Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis yang tidak ada harapan 

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dimana penyebabnya karena 
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Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa seijin dan tanpa alasan 

yang sampai sekarang sudah berjalan selama 8,1 tahun (Delapan tahun satu 

bulan) dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajibnya untuk 

Penggugat; 

Analisis Pembuktian 

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau 

setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena 

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara 

perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan 

alasan-alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup; 

 Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 

KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;  

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah 

mengajukan bukti surat P, dan 2 (dua) orang saksi;   

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil 

sebagai akta otentik, sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdata,, 

oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna 

dan mengikat  membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan 

suami istri yang sah, sehingga keduanya memiliki kualifikasi (persona standi in 

judicio) dan kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara 

aquo; 

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil 

sebagai saksi sesuai Pasal 147 HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga 

membuktikan bahwa sejak bulan Januari 2016, rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat  sudah tidak harmonis karena Tergugat dengan tanpa izin Penggugat 

dan tanpa alasan yang sah pergi meninggalkan Penggugat yang sampai 

sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 8,1 tahun (Delapan tahun satu 

bulan)  dan tidak pernah hidup bersama lagi;  

Fakta Hukum 

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti di atas, Majelis Hakim 

menemukan fakta hukum sebagai berikut:  
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 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah; 

 Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis; 

 Bahwa sejak bulan Januari 2016 keadaan rumah tangganya tersebut sudah 

tidak harmonis lagi; 

 Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat 

sejak Januari 2016 dengan tidak memberikan nafkah hidupnya kepada 

Penggugat; 

 Bahwa sejak itu pula (bulan Januari 2016) Tergugat tidak pernah datang lagi 

menemui Penggugat; 

Pertimbangan Petitum Perceraian 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus 

dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang mengakibatkan antara keduanya telah 

berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) tahun 1(satu) bulan 

yang diebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa 

alasan yang sah dan Tidak pernah  kembali lagi untuk membina rumh tangga 

dengan Penggugat; 

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (b) PP Nomor 9 

tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat 

terjadi apabila “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun 

berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal 

lain diluar kemampuannya”; 

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat 

dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah 

tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan 

perkawinan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 

KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan 

menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian 

dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya, Hal ini sesuai 

dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:   

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

                             Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 781/Pdt.G/2024/PA.Tsm 
 

  
 
 

 درء المـفـــاســـد مـقـــدم على جـلــب المـصــالـح

Artinya: “Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil 

manfaat”;   

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka 

gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur 

dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 

huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) 

Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan 

dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat; 

Biaya Perkara 

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh 

karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini 

dibebankan kepada Penggugat; 

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta 

ketentuan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini; 

Amar Putusan         

M E N G A D I L I 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap sidang tidak hadir ; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ; 

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap 

Penggugat (PENGGUGAT); 

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini 

sejumlah Rp.309.000,- (tiga ratus sembilan  ribu rupiah); 

 

Penutup 
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Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan 

Majelis Hakim pada hari  Kamis  tanggal 21 Maret 2024 Masehi. bertepatan 

dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriyah., oleh Hj. Kikah, S.H., M.H., 

sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. H. Asep Dadang Mulyana, S.H., M.H. dan 

Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan 

tersebut diucapkan  dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan 

disampaikan kepada pihak Penggugat melalui sistem informasi pengadilan oleh 

Ketua Majelis Hakim  dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh 

Hj. Mariya Ulfah, S.H. sebagai Panitera Pengganti  dan dihadiri oleh 

Penggugat /Kuasanya secara elektronik , tanpa kehadiran Tergugat.                                         

                         Ketua Majelis 

 
ttd 

 
Hj. Kikah, S.H., M.H.   

 
Hakim Anggota Hakim Anggota 

 
  ttd    ttd 
  

Drs. H. Asep Dadang Mulyana, S.H., 

M.H.   

Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H.   

 
Panitera Pengganti 

 
ttd 

 
Hj. Mariya Ulfah, S.H.   

 

Rincian Biaya: 
 
1. PNBP  Rp 70.000,00 
2. Proses  Rp 75.000,00 
3. Panggilan  Rp 54.000,00 
4. Sumpah Rp 100.000,00 
5. Meterai  Rp 10.000,00 
Jumlah Rp. 309.000,00 

                    (tiga ratus sembilan ribu rupiah) 
 
Dicatat disini : 
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- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal  

- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 
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